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Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi urgensi revolusi birokrasi di Papua dalam
menghadirkan pelayanan publik prima di tengah keterbatasan infrastruktur yang
signifikan. Di tengah kompleksitas wilayah, minimnya aksesibilitas, dan keterbatasan
sumber daya manusia, perbaikan birokrasi menjadi sangat penting untuk memastikan
pemerataan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
berbagai strategi yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses
tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif,
melalui wawancara mendalam dan kajian literatur kebijakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah inisiatif perbaikan, masih banyak
kendala terkait koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya
pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan. Kesimpulan penelitian
menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif
masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar-
stakeholder untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan inklusif. Dengan demikian,
revolusi birokrasi di Papua menjadi kunci bagi tercapainya pelayanan publik yang adil
dan merata di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik; Infrastruktur.

Abstract: This study explores the urgency of bureaucratic reform in Papua to deliver excellent public
services amidst significant infrastructure limitations. Given the complexity of the region, limited
accessibility, and human resource constraints, bureaucratic improvements are crucial to ensuring
equitable public service delivery. The aim of this research is to analyze the various strategies
implemented by the government to enhance service quality and identify the major challenges
encountered in the process. A qualitative approach with descriptive analysis was used, employing
in-depth interviews and a review of policy literature. The findings reveal that while several
improvement initiatives have been undertaken, challenges remain regarding inter-agency
coordination, budget constraints, and the limited use of technology to support services. The study
concludes that a holistic approach, involving active local community participation, capacity building
of human resources, and collaboration between stakeholders, is essential for creating an efficient and
inclusive bureaucracy. Therefore, bureaucratic reform in Papua is key to achieving fair and equitable
public service delivery across the region.

Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service; Infrastructure.

PENDAHULUAN meningkatkan  pelayanan  publik  bagi
Papua sebagai salah satu provinsi masyarakat setempat (Hakim, 2020).

terbesar di Indonesia menghadapi tantangan Keterbatasan infrastruktur di Papua

besar dalam penyediaan pelayanan publik tidak hanya  mempengaruhi layanan

yang merata. Topografi yang sulit diakses,
minimnya infrastruktur jalan, serta jarak antar
wilayah yang sangat jauh menjadi hambatan
utama dalam menghadirkan pelayanan publik
prima. Pemerintah pusat telah mengupayakan
pembangunan infrastruktur di Papua, namun
hasilnya masih belum optimal karena masalah
geografis yang kompleks (Firdaus, 2021).
Meskipun demikian, desentralisasi dan
otonomi khusus Papua diharapkan menjadi
alat untuk memperbaiki birokrasi lokal dan

administrasi pemerintahan, tetapi juga sektor-
sektor penting seperti kesehatan, pendidikan,
dan transportasi. Masyarakat yang tinggal di
daerah terpencil sering kali mengalami
kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar
dan fasilitas pendidikan yang layak. Kondisi
ini menghambat peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan berkontribusi pada tingginya
angka kemiskinan di wilayah tersebut
(Mansoben, 2020). Oleh karena itu, perlu ada
pendekatan baru dalam reformasi birokrasi
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yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur
fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan
inovasi dalam penyelenggaraan layanan
publik.

Salah satu pendekatan yang mulai
diterapkan di berbagai daerah di Indonesia
adalah digitalisasi layanan publik, yang
memungkinkan = masyarakat = mengakses
layanan pemerintah secara online tanpa harus
datang ke kantor pemerintahan. Namun,
implementasi digitalisast di Papua masih

menghadapi  banyak  kendala, seperti
minimnya jaringan internet di beberapa
wilayah  pedalaman  (Surono,  2022).
Pemerintah perlu mencari solusi kreatif untuk
mengatasi hambatan ini, seperti
pengembangan infrastruktur jaringan

telekomunikasi dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia lokal dalam
memanfaatkan teknologi.

Infrastruktur birokrasi merujuk pada
perangkat fisik dan non-fisik yang menopang
operasional pemerintahan dalam memberikan
pelayanan publik secara efektif dan efisien.
Infrastruktur fisik, seperti kantor
pemerintahan, jaringan transportasi, dan
teknologi informasi, memainkan peran kunci
dalam mendukung kinerja birokrasi, terutama
di wilayah yang memiliki tantangan geografis
seperti Papua. Di Papua, keterbatasan
infrastruktur fisik menjadi hambatan utama
dalam penyelenggaraan birokrasi yang efisien,
terutama di daerah terpencil dan terisolasi
(Firdaus, 2021). Jaringan transportasi yang
terbatas menyebabkan birokrat kesulitan
menjangkau  masyarakat di  wilayah
pedalaman, sementara kurangnya fasilitas
teknologi menghambat upaya modernisasi
dan digitalisasi layanan publik.

Selain infrastruktur fisik, infrastruktur
non-fisik, seperti regulasi, prosedur, dan
kapasitas sumber daya manusia, juga sangat
penting dalam menunjang birokrasi yang
efektif. Proses birokrasi yang rumit, lamban,
dan sering kali tidak transparan masih menjadi

masalah umum di berbagai daerah di
Indonesia, termasuk Papua. Untuk mengatasi
hal ini, reformasi birokrasi di Papua perlu
difokuskan pada penyederhanaan prosedur
dan peningkatan kapasitas aparatur negara,
terutama dalam hal penggunaan teknologi
digital untuk mempercepat layanan publik
(Wibowo, 2022). Tanpa pembenahan
infrastruktur birokrasi, upaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Papua akan terus
terhambat oleh kendala administratif dan
ketidakmampuan birokrasi untuk beradaptasi
dengan perubahan zaman.

Di Dbeberapa negara berkembang,
digitalisasi layanan publik telah terbukti efektif
dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi
pelayanan, terutama di daerah terpencil.
Sebagai contoh, studi oleh Ndou (2020) di
Afrika menunjukkan bahwa digitalisasi dapat
memperpendek  jalur birokrasi dan
mengurangi biaya administrasi yang seringkali
menjadi penghambat bagi masyarakat miskin
untuk mendapatkan layanan. Pengalaman ini
dapat menjadi pelajaran berharga bagi Papua,
dengan penyesuaian terhadap konteks lokal
yang unik. Pemerintah daerah di Papua juga
perlu memperhatikan kesiapan masyarakat
dalam beradaptasi dengan teknologi baru.

Artikel ini  berupaya memberikan
kontribusi  ilmiah dengan menawarkan
pendekatan yang lebih komprehensif untuk
menyelesaikan masalah pelayanan publik di
Papua. Salah satu strategi yang diusulkan
adalah kolaborasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam
membangun infrastruktur digital yang inklusif.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pendidikan
teknologi juga menjadi kunci sukses
implementasi revolusi birokrasi ini (Suryono
& Fauzan, 2019).

Selain aspek teknologi, artikel ini juga
mengulas pentingnya peran budaya dan
kearifan lokal dalam proses reformasi birokrasi
di Papua. Penghormatan terhadap nilai-nilai
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adat dan pendekatan berbasis komunitas
diyakini dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mengakses layanan publik
(Mansoben, 2020). Dengan demikian, revolusi
birokrasi di Papua tidak hanya menjadi
agenda pemerintah, tetapi juga gerakan
bersama yang melibatkan masyarakat luas.

Secara  keseluruhan, artikel  ini
menawarkan perspektif baru dalam mengatasi
masalah  birokrasi di Papua melalui
pemanfaatan teknologi dan pendekatan
partisipatif. Dengan demikian, artikel ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi
praktis bagi pemerintah daerah dalam
menghadirkan pelayanan publik prima di
tengah keterbatasan infrastruktur fisik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analitis untuk mengkaji fenomena revolusi
birokrasi di Papua dalam menghadapi
tantangan infrastruktur yang terbatas. Metode
kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan
penelitian yang ingin memahami secara
mendalam bagaimana reformasi birokrasi
diimplementasikan di Papua, serta tantangan
dan solusi yang dihadapi pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan
pandangan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk birokrat, pejabat pemerintah, dan
masyarakat yang menjadi penerima layanan
publik (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui
studi pustaka dan wawancara mendalam.
Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis
literatur yang relevan terkait dengan reformasi
birokrasi, pelayanan publik, dan tantangan
infrastruktur di daerah terpencil, khususnya di
Papua. Sumber-sumber literatur meliputi
artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan
dokumen resmi yang berkaitan dengan
reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan

publik. Selain itu, wawancara mendalam
dilakukan  terhadap sejumlah  pejabat
pemerintah daerah di Papua, akademisi, serta
tokoh masyarakat untuk mendapatkan
pandangan langsung tentang implementasi
revolusi birokrasi di wilayah tersebut. Teknik
ini dipilih untuk mengumpulkan informasi
yang lebih mendalam dan kontekstual terkait
tantangan infrastruktur serta langkah-langkah
inovatif yang telah diterapkan (Moleong,
2017).

Data  yang  diperoleh  dianalisis
menggunakan metode analisis tematik. Proses
ini melibatkan identifikasi tema-tema utama
yang muncul dari wawancara dan studi
literatur. Setiap data dikategorikan ke dalam
tema yang sesual, seperti hambatan
infrastruktur, penggunaan teknologi dalam
birokrasi, dan partisipasi = masyarakat.
Pendekatan analisis tematik membantu
peneliti memahami pola-pola yang terjadi
serta memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif tentang dinamika birokrasi di
Papua. Selanjutnya, data yang telah dianalisis
dikaitkan dengan teori-teori yang relevan,
seperti teori reformasi birokrasi dan pelayanan
publik, untuk memperkuat argumen penelitian
(Braun & Clarke, 2006).

Validitas data dalam penelitian ini dijaga
melalui triangulasi sumber data, yang
melibatkan perbandingan hasil wawancara
dengan hasil analisis dokumen dan literatur.
Dengan menggunakan triangulasi, peneliti
dapat meminimalkan bias dan meningkatkan
keakuratan temuan penelitian. Selain itu,
analisis kritis terhadap berbagai kebijakan dan
program reformasi birokrasi di Papua juga
dilakukan untuk melihat sejauh mana
program-program  tersebut  berkontribusi
terhadap peningkatan pelayanan publik
(Patton, 2015).

Dengan menggunakan metode kualitatif
dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang berarti
dalam  mengidentifikasi  strategi-strategi
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inovatif yang dapat diterapkan dalam revolusi
birokrasi di Papua, terutama dalam mengatasi
tantangan infrastruktur yang terbatas. Hasil
dari penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan rekomendasi praktis bagi para
pengambil kebijakan di Papua dan daerah
terpencil lainnya dalam menyusun program
reformasi birokrasi yang berbasis pada
kebutuhan lokal dan potensi teknologi digital.

HASIL DAN DISKUSI

Tantangan Infrastruktur dalam Pelayanan
Publik di Papua
Penelitian ini mengungkapkan bahwa

salah satu tantangan terbesar dalam
menerapkan reformasi birokrasi di Papua
adalah keterbatasan infrastruktur fisik yang
masih sangat jauh dari memadai. Infrastruktur
seperti jalan raya, sistem transportasi, dan
telekomunikasi menjadi faktor penghambat
utama yang berdampak langsung pada
efektivitas pelayanan publik. Banyak wilayah
di Papua yang masih berada dalam kondisi
terisolasi secara geografis, terutama di daerah
pegunungan dan pesisir, yang sulit dijangkau
oleh kendaraan darat karena keterbatasan
akses jalan. Dalam konteks ini, buruknya
kondisi infrastruktur fisik secara otomatis
memperlambat alur distribusi layanan publik,
seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga
administrasi kependudukan (Wenda, 2022).

Penelitian sebelumnya juga menegaskan
bahwa keterbatasan akses ini mengakibatkan
layanan publik di Papua sering kali tidak dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor
geografis yang ekstrem menyebabkan sebagian
besar transportasi di wilayah pegunungan
hanya dapat dilakukan dengan pesawat kecil
atau helikopter, sementara di daerah pesisir
bergantung pada perahu sebagai sarana
transportasi utama. Konsekuensinya, biaya
transportasi yang sangat tinggi menjadi beban
tambahan yang menghambat kinerja birokrasi
dalam memberikan layanan publik yang prima
(Ndundu, 2021).

Selain itu, permasalahan telekomunikasi
menjadi kendala lain yang signifikan dalam
implementasi birokrasi digital. Konektivitas
internet yang sangat terbatas dan tidak merata
di Papua telah memperlambat program
digitalisasi pelayanan publik yang
direncanakan pemerintah. Dengan adanya
kebijakan pemerintah pusat untuk
mempercepat digitalisasi layanan administrasi
publik, seperti pengurusan dokumen secara
online dan integrasi sistem data, kurangnya
infrastruktur telekomunikasi ni
mengakibatkan proses tersebut tidak berjalan
secara optimal di Papua (Yamin & Wonda,
2023). Hal ini menciptakan kesenjangan
digital antara Papua dan daerah-daerah lain
yang sudah memiliki infrastruktur lebih baik.

Studi ini juga menemukan bahwa
meskipun telah dilakukan berbagai upaya
pembangunan infrastruktur di Papua, seperti
program percepatan pembangunan jalan trans
Papua, hasilnya belum sepenuhnya dirasakan
oleh masyarakat di daerah terpencil.
Infrastruktur fisik yang belum terbangun
secara memadai menciptakan tantangan
tersendiri  bagi aparat Dbirokrasi dalam
menjalankan tugasnya. Aparat pemerintah
lokal mengakui bahwa banyak layanan publik
harus ditunda atau bahkan tidak dapat
diberikan sama sekali karena terbatasnya akses
ke daerah-daerah yang terisolasi (Hasil
Wawancara, 2024).

Tantangan infrastruktur ini semakin
diperparah dengan masalah ketidakstabilan
cuaca dan kondisi alam yang ekstrem di
Papua. Hujan lebat, tanah longsor, dan banjir
sering kali merusak jalan dan infrastruktur
lainnya, sehingga menghambat transportasi
dan akses ke layanan publik. Bahkan dalam
kondisi infrastruktur yang ada, kerusakan
terus-menerus akibat cuaca memperpanjang
waktu  perbaitkan dan  memperlambat
pemulihan pelayanan publik (Syafrudin,
2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi
komprehensif yang tidak hanya mempercepat

Revolusi Birokrasi di Papua: Menghadirkan Pelayanan Publik Prima di Tengah Keterbatasan Infrastruktur

Page | 30



INTELIECTUAREUBLICATION

I.0J1 Publication
p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.5, No.1 Nopember 2024

@ INDONESTANJOURNATOf

pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga
mencakup langkah-langkah mitigasi bencana
alam yang lebih efektif.

Oleh karena itu, solusi untuk
meningkatkan pelayanan publik di Papua
harus dimulai dengan investasi besar-besaran
dalam infrastruktur dasar yang mendukung
aktivitas birokrasi. Pemerintah pusat dan
daerah perlu bekerja sama dalam merumuskan
kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan
berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada
peningkatan infrastruktur jalan, tetapi juga
akses internet dan fasilitas pelayanan publik
lainnya. Tanpa perbaikan signifikan dalam
infrastruktur, upaya reformasi birokrasi di
Papua akan terus menghadapi tantangan yang
sulit diatasi, yang pada akhirnya berdampak
pada tidak meratanya pelayanan publik yang
dapat diakses oleh seluruh masyarakat Papua.

Upaya Modernisasi Birokrasi melalui
Teknologi Digital

Meskipun masih terdapat banyak
tantangan infrastruktur yang menghambat
jalannya pelayanan publik di Papua,
pemerintah daerah telah mulai

memperkenalkan langkah-langkah inovatif
dalam upaya modernisasi birokrasi, terutama
melalui integrasi teknologi digital. Sejumlah
kabupaten di Papua, seperti Jayapura dan
Merauke, telah menjadi pionir dalam
penerapan sistem administrasi  berbasis
teknologi digital. Langkah ini diharapkan
dapat mengatasi kendala geografis dan
meningkatkan efisiensi birokrasi dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi, meskipun
sejauh ini implementasinya masih terbatas
pada wilayah yang memiliki akses internet
yang relatif stabil dan memadai (Hasan &
Nugraha, 2023).

Digitalisasi ini secara khusus dirancang
untuk mempercepat proses pelayanan publik
dengan mengurangi hambatan fisik yang
sering kali memperlambat layanan di daerah
terpencil. Dengan menggunakan teknologi
digital, proses administrasi seperti pendaftaran

dokumen, pelayanan kesehatan, dan
pengurusan perizinan dapat dilakukan secara
daring, yang memungkinkan akses lebih cepat
dan lebih transparan. Namun, hasil penelitian
mengindikasikan bahwa inisiatif ini belum
sepenuhnya berhasil karena cakupannya
masih terbatas pada area yang sudah
terhubung dengan jaringan internet. Wilayah
yang lebih terpencil, di mana akses internet
masih menjadi masalah serius, belum
sepenuhnya  merasakan  manfaat dari
transformasi digital ini (Yamin & Wonda,
2023).

Hasil wawancara dengan sejumlah
aparatur pemerintahan di Papua
mengungkapkan bahwa modernisasi birokrasi
melalui teknologi digital juga menghadapi
kendala internal. Salah satu hambatan terbesar
adalah rendahnya tingkat literasi digital di
kalangan masyarakat, terutama di daerah
terpencil. Banyak warga di wilayah
pedalaman belum terbiasa dengan
penggunaan teknologi dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga mereka sering kali
kesulitan memanfaatkan layanan digital yang
disediakan pemerintah. Tantangan ini
diperparah oleh kurangnya program pelatihan
yang komprehensif bagi aparat pemerintah di
daerah, yang sering kali belum memiliki
keterampilan teknis yang diperlukan untuk
mengoperasikan sistem digital yang baru
diperkenalkan (Hasil Wawancara, 2024).

Selain itu, beberapa aparatur pemerintah
di daerah terpencil mengakui bahwa
minimnya pelatihan dan dukungan teknis bagi
staf ~ birokrasi telah memperlambat
implementasi teknologi baru. Sistem digital
yang seharusnya dapat mempermudah proses
administrasi malah menjadi tantangan
tambahan bagi mereka yang tidak terbiasa
dengan teknologi tersebut. Kondisi ini
menyoroti  kebutuhan mendesak akan
program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, yang tidak hanya mencakup
pelatihan teknis, tetapi juga pengembangan
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keterampilan manajerial yang sesuai dengan
era digital (Putra & Hardi, 2022).

Untuk mengatasi hambatan ini,
diperlukan pendekatan yang lebih holistik
dalam mengimplementasikan teknologi digital
di  Papua. Pemerintah daerah perlu
memastikan adanya investasi yang
berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi,
terutama di wilayah-wilayah yang masih

minim  akses internet. Selain  itu,
pengembangan  keterampilan digital di
kalangan  aparatur  pemerintahan  dan

masyarakat umum harus menjadi prioritas
utama dalam agenda reformasi birokrasi.
Dukungan dari pemerintah pusat juga
dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas
pelatihan dan pengembangan kompetensi,
guna memastikan bahwa seluruh lapisan
masyarakat dan aparat birokrasi di Papua
mampu beradaptasi dengan cepat terhadap
perubahan teknologi (Suharto, 2023).

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Birokrasi
Selain persoalan infrastruktur yang

masih menjadi tantangan utama, hasil
penelitian ini juga menyoroti pentingnya
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) dalam mendukung suksesnya revolusi
birokrasi di Papua. Kualitas pelayanan publik
sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan
kemampuan aparatur pemerintah, yang
berperan langsung dalam proses administrasi
dan layanan kepada masyarakat. Di Papua,
masalah ini menjadi semakin kompleks karena
banyak aparatur pemerintahan, terutama di
daerah  pedalaman, belum  memiliki
keterampilan ~ yang  memadai  untuk
menghadapi tuntutan administrasi modern
dan digitalisasi (Firdaus, 2022). Kekurangan
dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas
menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan
birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
Kapasitas aparatur yang belum optimal
mengakibatkan pelayanan publik berjalan
lambat dan sering kali tidak sesuai dengan

harapan masyarakat. Aparatur di Papua,
terutama yang berada di wilayah terpencil,
sering kali tidak familiar dengan teknologi
informasi yang semakin dibutuhkan dalam
sistem administrasi modern. Kurangnya
pelatthan  teknis mengenai  digitalisasi
administrasi, manajemen pelayanan publik,
dan penggunaan sistem informasi membuat
mereka sulit beradaptasi dengan perubahan
yang sedang berlangsung dalam reformasi
birokrasi. Hal ini juga mengakibatkan gap
kompetensi yang besar antara aparatur di
wilayah perkotaan dengan yang ada di
pedalaman (Yusuf, 2023).

Pemerintah daerah di Papua telah
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi
keterbatasan ini melalui serangkaian program
pelatthan dan  peningkatan  kapasitas.
Program-program ini umumnya berfokus pada
peningkatan literasi teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), yang diharapkan dapat
mempercepat adopsi  teknologi  dalam
pelayanan publik. Namun, efektivitas dari
program-program tersebut masih terbatas oleh
berbagai kendala, termasuk keterbatasan
anggaran, kurangnya infrastruktur
pendukung, serta sulitnya menjangkau daerah-
daerah terpencil yang terisolasi secara
geografis (Budi, 2023). Meskipun demikian,
upaya ini telah memberikan dampak positif di
beberapa daerah perkotaan, di mana aparatur
mulai menunjukkan peningkatan dalam
kemampuan mereka mengelola administrasi
digital.

Namun, upaya reformasi ini masih
memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik
dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah perlu meningkatkan komitmen
dalam alokasi anggaran untuk pelatihan,
memastikan bahwa semua aparatur, termasuk
yang berada di wilayah-wilayah paling
terpencil, mendapatkan kesempatan yang
sama untuk mengembangkan kompetensinya.
Selain itu, perlu ada program pelatihan yang
terarah dan berkelanjutan, yang tidak hanya
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berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada
pengembangan keterampilan manajerial dan
kepemimpinan yang relevan dalam konteks
birokrasi modern (Adiwibowo & Setiawan,
2023).

Selain pelatihan, pemerintah juga harus
mempertimbangkan bentuk-bentuk dukungan
lainnya, seperti pengadaan  perangkat
teknologi yang sesuai serta peningkatan
konektivitas internet, yang menjadi fondasi
utama bagi transformasi digital dalam
birokrasi. Aparatur yang mendapatkan
pelatihan tanpa didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai akan menghadapi
kesulitan dalam menerapkan ilmu yang telah
dipelajari. Oleh karena itu, sinergi antara
pelatihan SDM dan penyediaan infrastruktur
merupakan kunci bagi keberhasilan reformasi
birokrasi di Papua (Nugroho, 2023).

Terakhir, peran kolaborasi dengan
lembaga internasional dan organisasi non-
pemerintah (NGO) juga patut diperhitungkan
sebagai  strategi untuk = mempercepat
peningkatan kapasitas SDM birokrasi di
Papua. Melalui program kemitraan yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
pelatihan yang lebih berkualitas dan berbasis
kebutuhan lokal dapat diimplementasikan
secara lebih efektif. Kolaborasi ini juga dapat
membantu dalam pertukaran pengetahuan
dan teknologi, yang sangat diperlukan untuk
memperkuat kapasitas birokrasi di daerah-
daerah yang selama ini sulit terjangkau oleh
kebijakan pusat (Susanto, 2022).

Kolaborasi Antar  Lembaga untuk

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
Penelitian ini juga menekankan

pentingnya sinergi antar lembaga dalam
mendukung revolusi birokrasi di Papua,
terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Kerja sama yang efektif
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
serta berbagai organisasi internasional terbukti
menjadi katalisator penting dalam
modernisasi sistem birokrasi. Di beberapa

kabupaten, kolaborasi antara Kementerian
Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan
lembaga donor internasional sepertt USAID
dan UNDP telah mempercepat transformasi
digitalisasi pelayanan publik. Bantuan dari
lembaga-lembaga ini tidak hanya berupa
penyediaan teknologi mutakhir, tetapi juga
melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia lokal, yang sangat
diperlukan dalam pengelolaan birokrasi
modern (Kusuma & Situmorang, 2022).
Keberhasilan beberapa daerah, seperti
Jayapura dan Merauke, dalam melaksanakan
reformasi birokrasi sering kali dikaitkan
dengan kolaborasi yang kuat antar berbagai
pihak. Bantuan dari lembaga internasional
juga memungkinkan pemerintah daerah untuk
mengatasi kendala finansial dan teknis yang
selama ini membatasi upaya modernisasi.
Dengan adanya  kolaborasi  tersebut,
pemerintah daerah dapat
mengimplementasikan sistem digital yang
lebih  canggih  untuk  mempermudah
administrasi serta meningkatkan efisiensi

pelayanan  publik. Namun  demikian,
kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada aspek
teknologi, melainkan juga pada

pengembangan kebijakan strategis yang
dirancang untuk memperkuat koordinasi antar
berbagai pemangku kepentingan (Gunawan,
2023).

Walaupun kolaborasi tersebut
membawa dampak positif, penelitian ini juga
menemukan beberapa tantangan dalam hal
koordinasi. Salah satu isu yang sering kali
muncul adalah fragmentasi kebijakan antar
lembaga. Beberapa daerah di Papua masih
mengalami tumpang tindih kebijakan dan
program reformasi birokrasi, yang
menyebabkan duplikasi sumber daya serta
ketidakefektifan implementasi. Masalah 1ni
sering kali diperparah oleh perbedaan prioritas
antara pemerintah pusat dan daerah, yang
mengakibatkan tidak terjalinnya sinergi yang
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optimal dalam  pelaksanaan reformasi
birokrasi (Putri, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme
koordinasi yang lebih baik antara pemerintah
pusat dan daerah serta lembaga-lembaga
internasional yang terlibat. Penguatan
koordinast ini sangat penting untuk
memastikan bahwa seluruh program reformasi
birokrasi di Papua berjalan secara terintegrasi
dan berkelanjutan. Langkah-langkah untuk
meningkatkan komunikasi dan transparansi
antar lembaga harus ditingkatkan agar seluruh
pihak memiliki pemahaman yang sama
mengenai tujuan dan strategi reformasi yang
sedang dijalankan. Selain itu, adanya
kebijakan terpadu yang mengatur pembagian
tugas dan tanggung jawab diharapkan dapat
menghindari tumpang tindih program serta

meminimalkan  duplikasi sumber daya
(Rahayu & Soetomo, 2023).
Terakhir, keberhasilan reformasi

birokrasi di Papua juga akan sangat
bergantung pada kemampuan pemerintah
untuk mengelola kolaborasi ini secara strategis
dan  berkelanjutan. = Pembentukan tim
koordinasi antar lembaga yang terintegrasi
serta penyusunan pedoman pelaksanaan
reformasi yang jelas dan adaptif terhadap
kondisi lokal sangat diperlukan untuk
memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi
di setiap daerah. Dengan demikian, reformasi
birokrasi di Papua dapat berjalan dengan lebih
sinergis,  berkelanjutan, @ dan  berhasil
menciptakan pelayanan publik yang prima,
sesuai dengan harapan masyarakat (Yusuf,
2023).

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pelayanan Publik

Dalam konteks Papua, partisipasi
masyarakat menjadi salah satu elemen kunci
untuk menyukseskan revolusi birokrasi yang
sedang diupayakan. Studi ini menyoroti
pentingnya keterlibatan masyarakat dalam
berbagai aspek pelayanan publik sebagai salah
satu cara untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas dan  transparansi  dalam
pemerintahan. Melalui peningkatan peran
aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan terkait pelayanan publik, birokrasi
dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan
aspirasi warga. Beberapa inisiatif di sejumlah
kabupaten, seperti Jayapura dan Merauke,
telah melibatkan masyarakat dalam forum
diskusi publik dan pengawasan partisipatif
sebagai upaya untuk memperkuat kontrol
sosial terhadap kinerja birokrasi (Rumainum,
2023).

Partisipasi ini tak hanya menguntungkan
dari segi pengawasan, tetapi juga memberikan
masyarakat kesempatan untuk terlibat
langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan
program-program pelayanan publik.
Keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan
mereka untuk menyampaikan pandangan dan
saran yang relevan, sehingga kebijakan yang
diambil pemerintah lebih sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan lokal. Lebih jauh lagi,
inisiatif-inisiatif ~ partisipatif — ini  juga
memberikan  dampak  positif =~ dalam
meningkatkan legitimasi keputusan yang
diambil oleh pemerintah, karena melibatkan
warga dalam proses pengambilan keputusan
(Nasution, 2023).

Namun, tantangan besar masih dihadapi
di daerah-daerah pedalaman yang terpencil, di
mana akses masyarakat terhadap informasi
terkait hak-hak mereka dan layanan publik
yang tersedia masih sangat terbatas.
Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh
minimnya akses infrastruktur komunikasi
serta kurangnya penyuluhan dari pemerintah
terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Studi in1 menemukan bahwa di banyak
wilayah terpencil, masyarakat tidak cukup
memahami prosedur birokrasi atau hak
mereka sebagai warga negara untuk
berpartisipasi dalam proses pelayanan publik.
Kondisi ini membuat peran masyarakat dalam
pengawasan dan penilaian kinerja birokrasi
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menjadi kurang optimal (Putri & Wibowo,
2022).

Untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat secara menyeluruh, diperlukan
upaya lebih intensif dari pemerintah daerah
dan  pusat dalam = menyosialisasikan
pentingnya keterlibatan aktif masyarakat
dalam proses pelayanan publik. Program
edukasi dan sosialisasi perlu digalakkan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai hak-hak mereka sebagai warga
negara, serta cara-cara yang efektif untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di
tingkat lokal, serta pelatihan bagi pemangku
kepentingan terkait untuk meningkatkan
kapasitas mereka dalam memfasilitasi
partisipasi masyarakat (Sumarni, 2022).

Di samping itu, peran teknologi digital
dapat dimanfaatkan untuk memperluas
jangkauan partisipasi masyarakat, terutama di
daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau.
Pemanfaatan platform digital, seperti media
sosial atau aplikasi berbasis komunitas, dapat
menjadi solusi inovatif untuk mengatasi
kendala geografis yang dihadapi oleh
masyarakat di daerah terpencil. Dengan
adanya teknologi ini, masyarakat dapat lebih
mudah mengakses informasi terkait layanan
publik serta berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, meski berada di
wilayah yang sulit diakses (Firmansyah,
2023).

Dalam jangka panjang, penguatan
partisipasi masyarakat ini diharapkan tidak
hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan
publik, tetapi juga akan mendorong
terciptanya birokrasi yang lebih transparan,
responsif, dan akuntabel di Papua. Melalui
kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah
dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem
pelayanan publik yang lebih inklusif dan
mampu menjawab berbagai tantangan yang

dihadapi oleh masyarakat Papua dalam
mengakses layanan publik (Kurniawan, 2023).

KESIMPULAN
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun Papua

menghadapi berbagai tantangan infrastruktur
dalam melaksanakan revolusi birokrasi,
upaya-upaya inovatif terus dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi
digital, serta kurangnya kapasitas sumber daya
manusia tetap menjadi hambatan utama.
Namun, dengan kolaborasi antar lembaga,
penguatan pelatthan bagi aparat, dan
partisipasi aktif masyarakat, terdapat peluang
besar untuk menciptakan birokrasi yang lebih
responsif dan efektif di Papua.
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